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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, isu-isu 

hukum digital menjadi semakin penting dan mendesak untuk dibahas 

secara komprehensif. Munculnya berbagai inovasi seperti metaverse, 

aset kripto, dan kecerdasan buatan (AI) telah menghadirkan peluang 

sekaligus tantangan hukum yang kompleks. Buku Aspek Hukum dalam 

Dunia Digital ini disusun sebagai respons atas kebutuhan mendesak 

akan kerangka hukum yang relevan, adaptif, dan mampu 

mengakomodasi dinamika digital yang terus bergerak cepat. Melalui 

pembahasan yang menyeluruh, buku ini mengajak pembaca untuk 

memahami dasar-dasar hukum digital sekaligus mengkritisi relevansi 

regulasi yang ada. 

Bab awal dalam buku ini mengupas definisi dan cakupan 

hukum digital, yakni hubungan hukum yang muncul dari interaksi 

antara manusia, lembaga, dan teknologi di ruang maya. Salah satu titik 

tekan adalah pentingnya perlindungan data pribadi yang semakin 

menjadi perhatian global, terutama dalam konteks pemanfaatan data 

oleh platform digital dan institusi publik. Dalam konteks hukum bisnis 

kontemporer, hak atas privasi dan data menjadi bagian integral dari 

hak individu yang perlu dijamin dalam sistem digital yang terbuka dan 

saling terhubung. Oleh karena itu, regulasi yang ada dituntut untuk 

lebih kuat, responsif, dan berpihak pada kepentingan pengguna. 

Salah satu fokus utama dalam buku ini adalah kajian mengenai 

metaverse, dunia virtual baru yang mengaburkan batas antara realitas 

fisik dan digital. Penulis menyajikan evolusi konsep dari cyberspace 

menuju metaverse, serta dampak hukumnya terhadap identitas digital, 

transaksi virtual, dan hak-hak pengguna. Buku ini juga mendalami 

pertanyaan penting seperti siapa yang bertanggung jawab secara 

hukum dalam lingkungan virtual, serta bagaimana peraturan 

perundang-undangan dapat diberlakukan dalam dunia yang tidak 

berbatas wilayah fisik ini. 
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Perhatian khusus diberikan pada aset digital seperti blockchain, 

cryptocurrency, dan non-fungible tokens (NFT). Dalam konteks hukum 

bisnis kontemporer, aset-aset digital ini telah mengubah cara 

masyarakat berinvestasi, berdagang, bahkan memiliki kekayaan. Buku 

ini menyajikan uraian hukum mengenai potensi legalitas, risiko 

penipuan, dan kerangka pengawasan yang dibutuhkan agar 

pemanfaatan aset digital dapat berjalan secara adil, transparan, dan sah 

menurut hukum. 

Perkembangan pesat dalam kecerdasan buatan (AI) juga tidak 

luput dari sorotan. Penulis menjelaskan bagaimana teknologi AI 

menimbulkan tantangan serius terkait etika, pengambilan keputusan 

otomatis, dan tanggung jawab hukum atas hasil dari sistem AI. Dengan 

pendekatan hukum kontemporer, dibahas pula bagaimana regulasi 

saat ini perlu disesuaikan agar mampu menanggapi dilema tanggung 

jawab antara manusia dan mesin, serta memastikan bahwa teknologi 

digunakan untuk mendukung kepentingan publik secara adil dan 

aman. 

Pembahasan dilanjutkan dengan kajian atas hukum privat 

digital dan perdagangan elektronik (e-commerce), yang kini menjadi 

fondasi utama dalam transaksi bisnis modern. Topik seperti kontrak 

elektronik, validitas tanda tangan digital, dan penyelesaian sengketa 

daring dibahas secara rinci. Bagi pelaku bisnis dan profesional hukum, 

bagian ini menjadi panduan penting dalam memastikan aktivitas 

digital berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. 

Tidak hanya itu, buku ini juga mengulas pentingnya keterlibatan 

regulator dan pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi serta 

reformasi hukum secara berkala. Teknologi yang bergerak lebih cepat 

dari hukum memerlukan respons hukum yang adaptif dan berbasis 

prinsip, bukan hanya prosedur. Penyesuaian regulasi secara 

berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum 

tanpa menghambat inovasi. 

Penulis juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-

stakeholder dalam menciptakan sistem hukum digital yang partisipatif 

dan inklusif. Akademisi, praktisi, legislator, dan masyarakat sipil perlu 

bersinergi dalam merumuskan kebijakan hukum digital yang mampu 

melindungi hak individu, mendorong etika teknologi, dan menjaga 
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kedaulatan hukum nasional. Dalam hal ini, Aspek Hukum dalam Dunia 

Digital hadir sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum digital. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang 

bermanfaat bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hukum, 

pelaku usaha digital, hingga pembuat kebijakan. Dengan bahasa yang 

sistematis dan isi yang aktual, pembaca akan memperoleh pemahaman 

mendalam tentang struktur, prinsip, dan dinamika hukum di era 

digital yang terus berkembang. Buku ini juga menawarkan perspektif 

futuristik tentang arah hukum digital Indonesia dalam menghadapi era 

transformasi teknologi yang disruptif. 

Akhirnya, penulis berharap buku Aspek Hukum dalam Dunia 

Digital ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem 

digital yang aman, adil, dan inovatif. Dengan mengedepankan nilai-

nilai transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan perlindungan hak 

digital maka regulasi yang lahir ke depan tidak hanya bersifat reaktif, 

tetapi juga visioner dalam menjawab tantangan dunia digital secara 

holistik. 

 

Jakarta, 1 Juni 2025 

 

 

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA. 
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BAB I 

PENGANTAR HUKUM 

DIGITAL 
 

 

 

 

 

 

A. Hukum dan Teknologi 

Istilah "teknologi" berasal dari bahasa Yunani technologia, yang 

secara harfiah berarti pembahasan secara sistematis mengenai seni dan 

kerajinan (systematic treatment of the arts and crafts). 1 Kata ini terbentuk 

dari dua akar kata, yaitu techne yang berarti seni atau keterampilan 

dalam membuat sesuatu, dan logos yang berarti kata, ujaran, atau 

pembahasan. Pada masa Yunani Kuno, techne tidak hanya 

mencerminkan keterampilan teknis, tetapi juga menyiratkan dimensi 

estetika dan intelektual dalam proses penciptaan. Dengan demikian, 

teknologi pada masa itu dipahami sebagai seni dalam menciptakan dan 

menggunakan alat-alat yang menunjang produksi serta kehidupan 

manusia. 

Seiring perjalanan sejarah, makna teknologi mengalami 

transformasi yang signifikan. Dari sekadar seni memproduksi alat, 

teknologi berkembang menjadi penerapan ilmu pengetahuan untuk 

memecahkan masalah praktis dalam kehidupan manusia. Perubahan 

ini terjadi seiring kemajuan pengetahuan dan peradaban, yang 

mendorong manusia untuk terus berinovasi dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Teknologi kini telah merambah hampir seluruh aspek 

kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan dasar hingga sistem sosial 

 
1 Agus Raharjo, 2002, Cyber Crime, Citra Aditya,Bandung, hal.11 
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yang kompleks. Kehadiran teknologi sering kali muncul sebagai 

respons terhadap kebutuhan baru yang muncul dalam masyarakat. 

Ketika suatu kebutuhan tak lagi dapat dipenuhi oleh alat atau metode 

lama, maka inovasi teknologi hadir sebagai solusi. Dalam konteks ini, 

sejarah umat manusia sering dianggap sejajar dengan sejarah 

perkembangan teknologi karena tiap fase penting dalam sejarah 

peradaban selalu ditandai oleh kemajuan dalam alat dan metode 

produksi. 2 

Pada sektor pertahanan dan keamanan, teknologi telah 

digunakan untuk menciptakan senjata-senjata destruktif yang 

mengubah wajah peperangan. Salah satu contohnya adalah penciptaan 

bom atom pada tahun 1945, yang menjadi simbol mengerikannya 

puncak kecanggihan teknologi militer. Sementara itu, di ranah 

komunikasi, teknologi telah memungkinkan revolusi besar. Alexander 

Graham Bell, misalnya, dikenal sebagai pelopor dalam dunia 

komunikasi modern setelah berhasil menciptakan telepon pertama, 

yang kemudian membuka jalan bagi terciptanya sistem komunikasi 

global berbasis teknologi tinggi seperti yang kita nikmati saat ini. 

Kekuatan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi 

memegang peranan yang cukup penting pada era perang dunia. Untuk 

menyampaikan informasi dan komunikasi prajurit Amerika pada 

zaman perang dunia menggunakan morse dan juga sandi lainnya. 

Kemudian pada era perang  dingin Amerika dan Uni Soviet saling 

berlomba untuk memajukan teknologi. Uni Soviet memulai perang 

dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan Sputnik, satelit 

bumi buatan yang pertama pada tahun 1957. Kemudian direspons oleh 

Amerika Serikat dengan membentuk advanced research project agency 

(ARPA) pada tahun 1958 yang nantinya menjadi cikal bakal atau 

sejarah internet.3 

Ide untuk membuat sebuah alat yang memungkinkan adanya 

penyimpanan data bukanlah gagasan baru. Gagasan tersebut datang 

dari Vannevar Bush dengan mesin memex yang dikonsepkannya 

 
2 Assafa Endeshaw, 2007, Hukum E Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia 

Pasifik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 3 
3 Ibid h.61 
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dalam tahun 1945.4 Bush, adalah direktur U.S. Office of Scientific 

Research and Development selama perang dunia II, meramalkan 

dikembangkannya sebuah alat tempat kita dapat menyimpan sebuah 

buku, catatan, dan komunikasi kita serta menghadirkan data pada 

sebuah layar.  Gagasan tersebut melahirkan mesin memex yang mampu 

menyimpan kumpulan informasi selama ratusan tahun, termasuk 

catatan panjang, komentar-komentar dan foto-foto. Dengan sistem 

indeks asosiatif orang dapat menciptakan dan mempertahankan 

keterhubungan diantara semua isi agar informasi penting untuk suatu 

saat mudah ditemukan dan dikorelasikan dari kumpulan data 

sebanyak itu. 

Mesin memex Bush yang digambarkan sebagai sebuah meja 

sungguhan berukuran besar dengan alat penyimpan mikrofilm yang 

dioperasikan menggunakan tuas-tuas mekanik. Mesin ini dapat 

menganalisis informasi kala itu-serta solusinya sebuah alat yang dapat 

menyimpan serta mengorganisasikan semua informasi secara 

mendasar. Pada hakikatnya ia (bush)  menggambarkan PC multimedia 

yang terhubung dengan web, tetapi dengan bahasa teknologi 

mekanistik tahun 1945. Bush bahkan telah meramalkan adanya mesin-

mesin pencari setara dengan yang ada pada Internet, yang 

menyediakan jalan mudah untuk memasuki dunia informasi.5 

Perkembangan pemikiran mengenai teknologi tersebut 

memegang kendali yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi 

dunia pada saat itu mulai dipengaruhi teknologi informasi. Perangkat-

perangkat komunikasi dan juga sistem jaringan mulai ditemukan dan 

dikembangkan. Teknologi informasi memegang kendali dalam laju 

modernisasi dunia. Ada dua hal yang membuat teknologi dianggap 

begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama 

teknologi informasi mendorong permintaan atas produk produk 

teknologi informasi seperti komputer, modem dan berbagai jenis 

software. Kedua adalah memudahkan transaksi bisnis keuangan 

disamping bisnis-bisnis umumnya.6  

 
4 Yehezkiel A.G,Asal Usul Internet ,http://www.beritanet.com/diakses  
5Ibid. 
6 Agus Raharjo, Op Cit hal.1 

http://www.beritanet.com/
http://www.beritanet.com/
http://www.beritanet.com/
http://www.beritanet.com/
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Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah 

mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia 

secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas 

(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya 

secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat 

ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi 

bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia.  

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar 

dalam kehidupan sosial manusia. Dari masa ke masa, inovasi teknologi 

telah mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, dan menjalani 

kehidupan sehari-hari. Kemajuan dalam bidang komunikasi, 

transportasi, dan informasi telah mempercepat dinamika sosial, 

membentuk pola pikir baru, serta menciptakan struktur masyarakat 

yang lebih kompleks. Perubahan sosial ini terjadi dalam berbagai aspek 

kehidupan, mulai dari hubungan antarindividu hingga sistem sosial 

yang lebih luas. 

Salah satu pengaruh terbesar dari perkembangan teknologi 

adalah dalam bidang komunikasi. Munculnya internet dan perangkat 

seluler telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. 

Jika dahulu komunikasi dilakukan melalui surat atau pertemuan 

langsung, kini komunikasi dapat terjadi secara instan melalui pesan 

singkat, panggilan video, atau media sosial. Hal ini tidak hanya 

mempermudah interaksi antarindividu tetapi juga membentuk pola 

komunikasi yang lebih cepat dan luas. Namun, di sisi lain, 

ketergantungan pada teknologi komunikasi dapat mengurangi 

kualitas interaksi tatap muka yang lebih mendalam. 

Selain itu, teknologi juga mempengaruhi pola kerja dan struktur 

ekonomi dalam masyarakat. Revolusi industri 4.0 yang ditandai 

dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan telah mengubah dunia 

kerja secara signifikan. Banyak pekerjaan yang dulunya mengandalkan 

tenaga manusia kini telah digantikan oleh mesin dan perangkat lunak 

cerdas. Hal ini menyebabkan perubahan dalam struktur tenaga kerja, 

di mana keterampilan digital menjadi semakin penting. Akibatnya, 

masyarakat harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

agar tetap relevan di pasar kerja. 



~ 5 ~ 
 

Di bidang pendidikan, perkembangan teknologi telah 

menciptakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan aksesibel. 

Konsep pembelajaran daring (online learning) memungkinkan siswa 

dan mahasiswa untuk mengakses materi pendidikan dari berbagai 

belahan dunia. Platform digital seperti webinar, e-learning, dan 

aplikasi pembelajaran interaktif memberikan kesempatan yang lebih 

luas bagi individu untuk meningkatkan keterampilan mereka tanpa 

harus terikat dengan lokasi tertentu. Meskipun demikian, 

ketergantungan pada teknologi dalam pendidikan juga menghadirkan 

tantangan, seperti kesenjangan digital dan kurangnya interaksi sosial 

di lingkungan belajar. 

Dampak teknologi terhadap perubahan sosial juga terlihat 

dalam gaya hidup dan budaya masyarakat. Media sosial telah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana 

individu dapat berbagi informasi, pengalaman, dan opini dalam 

hitungan detik. Budaya konsumsi informasi pun berubah, dari yang 

sebelumnya mengandalkan media cetak dan televisi, kini bergeser ke 

platform digital yang lebih dinamis. Namun, perubahan ini juga 

membawa konsekuensi, seperti maraknya penyebaran informasi palsu 

(hoaks) dan pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai 

budaya lokal. 

Di sektor kesehatan, inovasi teknologi telah meningkatkan 

harapan hidup dan kualitas perawatan medis. Teknologi medis yang 

semakin canggih memungkinkan diagnosis yang lebih akurat serta 

pengobatan yang lebih efektif. Telemedicine, misalnya, 

memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus 

datang langsung ke fasilitas kesehatan. Namun, meskipun teknologi 

kesehatan memberikan manfaat yang besar, akses terhadap layanan 

medis berbasis teknologi masih menjadi tantangan di beberapa 

wilayah yang kurang berkembang. 

Perubahan sosial akibat teknologi juga tampak dalam pola 

konsumsi masyarakat. Perdagangan elektronik (e-commerce) telah 

mengubah cara individu berbelanja, dari yang sebelumnya 

mengandalkan toko fisik menjadi transaksi daring yang lebih praktis. 

Internet mempelopori tumbuhnya transaksi perdagangan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau yang kemudian disebut dengan 

electronic commerce (Transaksi Elektronik), atau yang biasa disebut 
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dengan e-commerce. E-commerce merupakan model bisnis modern yang 

non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign 

(tidak memakai tanda tangan asli) dan lebih praktis tanpa kertas 

(paperless).7 

Kemudahan ini membawa manfaat bagi konsumen dan pelaku 

usaha, tetapi di sisi lain, juga menimbulkan tantangan bagi bisnis 

konvensional yang harus bersaing dengan perusahaan berbasis digital. 

Selain itu, pola konsumsi yang semakin terdigitalisasi dapat 

menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan akibat kemudahan 

akses terhadap barang dan jasa. 

Teknologi juga mempengaruhi aspek politik dan partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan. Kemudahan akses terhadap 

informasi politik melalui media digital telah meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Kampanye politik kini 

lebih banyak dilakukan melalui media sosial, menjangkau lebih banyak 

pemilih dengan cara yang lebih interaktif. Namun, penyebaran 

informasi yang tidak terverifikasi juga dapat memicu polarisasi opini 

dan mempersulit masyarakat dalam memperoleh informasi yang 

akurat. 

Dalam hubungan sosial, teknologi telah menciptakan bentuk 

interaksi baru yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan 

dalam menjaga kedekatan emosional. Hubungan yang dibangun 

secara daring seringkali kurang memiliki kedalaman emosional 

dibandingkan dengan interaksi langsung. Selain itu, munculnya 

fenomena seperti kecanduan media sosial dan isolasi sosial menjadi isu 

yang semakin diperhatikan dalam masyarakat modern. 

Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu 

revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu 

tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain 

yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di 

atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-

nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-

lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain 

sebagainya.8 

 
7 Assafa Endeshaw, Op cit., hal. 4 
8 Fatimah Halim, Hukum dan Perubahan Sosial, Jurnal Al Daulah Vol. 4 / No. 1 / 

Juni 2015, hal. 107 
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Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan dan 

pembaharuan, dan faktor-faktor penyebab seperti yang telah 

disebutkan menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan 

pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus 

menanggapi problem tersebut. Ini berarti pula bahwa keharusan 

adanya perubahan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Soedjono 

Dirdjosisworo. “…bahwa terjadinya antara perubahan hukum dan 

perubahan masyarakat adalah fenomena nyata… tidak sentral sebagai 

penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan 

perubahan hukum adalah manusia sendiri.9 

Achmad Ali mengungkapkan, bahwa ada dua hal yang penting 

yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan 

perubahan-perubahan masyarakat yaitu: 

1. Perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuain oleh 

hukum. Dengan kata lain; hukum menyesuaikan diri dengan 

perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum 

2. Hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju 

suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif, 

dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum a tool of 

social engineering, sebagai alat rekayasa masyarakat.10  

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang kompleks 

terhadap perubahan sosial. Di satu sisi, teknologi memberikan 

kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi di 

sisi lain, juga membawa tantangan yang harus dikelola dengan bijak. 

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan 

beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga dampak negatif dari 

perkembangan teknologi dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat 

dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama. 

Digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi 

mekanik serta elektronik analog ke teknologi digital.11 Pengertian 

 
9 Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Sosiologi hukum Studi tentang Perubahan Hukum 

dan Sosial, Rajawali, Jakarta, hal. h.83 
10 Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan Sosiologis), 

Chandra Pratama, Jakarta, hal. 202 
11 Andri Kurniawan, 2022, Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran, 

PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, hal. 3. 
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digitalisasi menurut Terry Kuny dalam Rasiman yaitu mengacu pada 

proses menerjemahkan suatu potongan informasi seperti halnya 

sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, ke dalam bit-bit. Bit 

merupakan satuan dasar informasi di dalam suatu sistem komputer. 

Sedangkan menurut Marilyn Deegan, digitalisasi adalah proses 

konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam 

penyajian bentuk digital.12 

Digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam perubahan 

global, membawa berbagai inovasi dalam kehidupan sehari-hari, 

bisnis, dan pemerintahan. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan 

(AI), big data, Internet of Things (IoT), dan Blockchain telah memberikan 

efisiensi serta aksesibilitas yang lebih luas dalam berbagai sektor. 

Namun, kemajuan ini juga diiringi oleh tantangan baru, terutama 

dalam aspek keamanan dan kriminalitas. Kejahatan siber, 

penyalahgunaan data pribadi, serta penggunaan teknologi digital 

dalam aktivitas ilegal menjadi isu yang semakin mendesak untuk 

ditangani. 

Perkembangan Teknologi saat ini menimbulkan perubahan pola 

perilaku serta gaya hidup masyarakat. 13 Transformasi digital terdiri 

dari efek gabungan dari beberapa inovasi dan teknologi digital yang 

menghadirkan struktur, praktik, nilai, pengaturan, dan keyakinan baru 

yang mengubah, mengganti, atau melengkapi aturan yang ada dalam 

organisasi, ekosistem, industri.14 Teknologi digital telah mengubah 

sektor publik dengan memengaruhi aplikasi, proses, budaya, struktur, 

dan tanggung jawab serta tugas manusia.15 

Revolusi digital adalah gelombang besar perubahan yang telah 

mengubah wajah dunia dalam beberapa dekade terakhir. Dengan 

 
12 Dewa Ayu dan Ni Ketut. Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam 

Bentuk Digitalisasi, dalam Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, (Bali: Universitas Udayana, 2020), 
hal. 303. 

13 Agus Raharjo, 2002,  Cyber Crime, Citra Aditya, Bandung, hal. 2 
14 Didier Bonnet, George Westerman, and Michael Welc (2014). The Nine Elements 

of Digital Transformation Opinion & Analysis. MIT Sloan Management Review, 55 (3), hal. 1–
6. 

15 Luca Tangi, Marijn Janssen, Michele Benedetti, and Giuliano Noci. (2021). 

Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and 
impeding factors. International Journal of Information Management, (April) 2021, hal. 60.  
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kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, manusia 

telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam hampir setiap aspek 

kehidupan. Revolusi ini memiliki dua sisi yang sama-sama kuat: sisi 

positif yang penuh dengan potensi dan kemungkinan, serta sisi negatif 

yang mengandung tantangan dan risiko yang serius.16 

Revolusi digital telah mengubah secara mendasar cara kita 

hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan era baru 

yang dikenal sebagai era digital, di mana segala sesuatu tampaknya 

terhubung melalui jaringan yang kompleks dan terus berkembang. 

Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi aspek teknis kehidupan 

kita, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik di 

seluruh dunia. 

Revolusi digital juga membawa sejumlah tantangan yang serius. 

Permasalahan monopoli, alih daya, disrupsi, hilangnya privasi data, 

keamanan siber, polusi elektronik, dan penyalahgunaan teknologi 

telah muncul sebagai ancaman yang harus diatasi. Penggunaan 

teknologi yang tidak etis dan penyebaran berita palsu telah 

menciptakan ketidakpastian di dunia politik dan sosial. Selain itu, 

ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dapat memperdalam 

kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Revolusi digital 

menghasilkan kapitalisme baru dalam mengontrol dan mengarahkan 

perilaku masyarakat. 

Perkembangan dunia digital telah melahirkan berbagai bentuk 

kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal. Kejahatan siber, seperti 

peretasan data, pencurian identitas, dan penyebaran malware, telah 

meningkat seiring dengan meningkatnya ketergantungan manusia 

pada teknologi. Phishing dan social engineering menjadi metode yang 

semakin canggih untuk mengecoh korban dan mencuri informasi 

sensitif. Selain itu, munculnya deepfake telah membuka peluang baru 

bagi penipuan digital yang sulit dideteksi. 

 
16

 Yopie Indra Pribadi, Telaah Kritis Revolusi Digital : Sindrom Ketidaksadaran 
Pengguna Internet dalam era Kapitalisme Surveilans, 
https://disdukcapil.pontianak.go.id/telaah-kritis-revolusi-digital--sindrom-
ketidaksadaran-pengguna-internet-dalam-era-kapitalisme-surveilans-ditulis-oleh-
yopie-indra-pribadi 



~ 10 ~ 
 

Kemajuan teknologi digital yang pesat menimbulkan berbagai 

masalah etika dan sosial, mulai dari dampak kecerdasan buatan (AI) 

terhadap lapangan kerja hingga kesenjangan digital dan akses 

terhadap teknologi. Hukum digital menyediakan kerangka kerja untuk 

mengatasi masalah-masalah ini, memastikan bahwa kemajuan 

teknologi bersifat adil dan menguntungkan seluruh masyarakat. 

Hukum digital menetapkan standar untuk penggunaan AI yang etis, 

mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan terkait AI, 

dan melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, peraturan menetapkan 

standar penggunaan data yang bertanggung jawab, memastikan 

bahwa pengumpulan dan analisis data menghormati hak-hak individu 

dan mencegah diskriminasi atau kerugian. Hukum digital juga 

mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi baru yang etis, 

seperti AI dan Blockchain, dengan menetapkan pedoman dan standar 

etika. 

 

B. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Digital 

Secara mendasar, istilah "digital" merujuk pada teknologi yang 

memproses data dalam bentuk angka biner, yaitu 0 dan 1. 17 Kata 

"digital" sendiri berasal dari bahasa Yunani digitus, yang berarti jari 

jemari, mencerminkan fungsi awal manusia dalam menghitung 

menggunakan jari, yang kemudian diadaptasi menjadi dasar sistem 

perhitungan modern.18 Konsep ini telah mengalami transformasi besar 

seiring dengan perkembangan teknologi, dari sekadar alat bantu 

perhitungan menjadi sistem teknologi kompleks yang mendominasi 

berbagai aspek kehidupan manusia. 

Rafael Capurro, seorang filsuf teknologi, menekankan 

pentingnya memikirkan kembali ontologi dan etika di era digital, 

seiring dengan perubahan paradigma yang dibawa oleh teknik digital. 

Revolusi digital tidak hanya membuka peluang besar dalam efisiensi 

dan inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti ancaman 

kejahatan siber dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, hukum 

 
17 Muhamad Danuri, Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital, Jurnal 

Infokam Nomor II Th. XV/SEPTEMBER/2019, hal. 119 
18 Amitabh Bhattacharya, 2013, Digital communication. (14 print). (New Delhi: 

McGraw Hill publication, hal. 1-30. 
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digital bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat 

dan risiko yang muncul akibat penggunaan teknologi digital. 19 

Kemajuan teknologi mengakibatkan konsep digital tidak hanya 

terbatas pada pengolahan angka, tetapi juga mencakup kemampuan 

untuk menyimpan, mengirim, dan mengolah informasi dalam berbagai 

bentuk, seperti teks, suara, dan gambar. Perkembangan ini 

memungkinkan terciptanya perangkat pintar, jaringan internet global, 

dan aplikasi yang telah mengubah cara manusia bekerja, 

berkomunikasi, dan hidup sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi yang pesat, manusia telah menyaksikan 

transformasi luar biasa dalam hampir setiap aspek kehidupan. 

Revolusi ini memiliki dua sisi yang sama-sama kuat: sisi positif yang 

penuh dengan potensi dan kemungkinan, serta sisi negatif yang 

mengandung tantangan dan risiko yang serius.20 

Saat ini aktivitas manusia banyak memanfaatkan sistem digital. 

Mulai dari berbelanja harian sampai tagihan bulanan juga 

menggunakan sistem digital. Hal ini menimbulkan tantangan dan 

risiko tersebut yang harus diatur oleh hukum. "Hukum Digital” 

merujuk pada serangkaian hukum dan regulasi yang mengatur 

perilaku dan transaksi di dunia digital yang melibatkan teknologi 

informasi, internet, dan segala bentuk komunikasi elektronik. Ini 

mencakup bidang hukum yang berkaitan dengan keamanan siber, 

privasi data, hak kekayaan intelektual, bisnis elektronik, dan isu-isu 

hukum lainnya yang berkaitan dengan dunia digital.21  

Jamil Afzal menyatakan bahwa, hukum digital telah muncul 

sebagai bidang penting yang mencakup berbagai masalah hukum yang 

terkait dengan teknologi digital dan Internet.22 Spesialisasi Hukum 

 
19 Rafael Capurro, 2017, Homo Digitalis. Beiträge zur Ontologie, Anthropologie und 

Ethik der gitilaen Technik, Springer VS, Wiesbaden,  page. 34  
20 Yopie Indra Pribadi, Telaah Kritis Revolusi Digital : Sindrom Ketidaksadaran 

Pengguna Internet dalam era Kapitalisme Surveilans, 
https://disdukcapil.pontianak.go.id/telaah-kritis-revolusi-digital--sindrom-
ketidaksadaran-pengguna-internet-dalam-era-kapitalisme-surveilans-ditulis-oleh-
yopie-indra-pribadi 

21Agus Wibowo, 2023, Hukum di Era Globalisasi Digital, Yayasan Prima Agus 

bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 
Semarang, hal. i 

22 Jamil Afzal, 2024, Implementation of Digital Law as a Legal Tool in the Current 

Digital Era, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, hal. ix 
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Digital memberikan pemahaman menyeluruh tentang kerangka 

hukum yang membentuk ekonomi digital. Mahasiswa akan 

mempelajari dunia virtual, keamanan siber, kejahatan siber, hak 

kekayaan intelektual, perlindungan data, dan etika AI.23 Radchenko 

dan Gorbunov membedakan unsur-unsur hukum digital berikut: hak 

konstruksi negara digital dan administrasi publik, hak cipta atas entitas 

digital, hukum perangkat lunak, hak atas uang digital, transaksi, 

sengketa, dan lainnya.24 Linlay James menyatakan bahwa, Hukum 

digital mengakui tanggung jawab elektronik individu atas tindakan 

dan perbuatannya, terlepas dari instrumentasi etis atau tidak etisnya. 

Hukum digital sering kali didorong oleh hubungan kontraktual dari 

perjanjian daring antara individu dan bisnis. Salah satu bagian penting 

dari Hukum digital adalah privasi data dan pelanggaran tindakan 

perlindungan data.25 

Seiring dengan terus berlanjutnya transformasi digital yang 

merevolusi semua aspek masyarakat, cakupan hukum digital pun 

meluas untuk mengatasi berbagai tantangan dan peluang yang 

dihadirkan oleh dunia digital. Cakupan hukum digital mencakup 

berbagai bidang seperti perlindungan dan privasi data, keamanan 

siber, perdagangan elektronik, kekayaan intelektual, regulasi konten 

digital, tata kelola digital, serta implikasi etika dan sosial dari 

teknologi.  

Hukum digital merupakan cabang hukum yang mengatur 

berbagai aspek kegiatan dalam ruang digital, termasuk namun tidak 

terbatas pada kecerdasan buatan (AI), metaverse, aset kripto, dan 

perlindungan data pribadi. Hukum ini menyediakan kerangka hukum 

yang diperlukan untuk mendukung, mengatur, dan melindungi 

berbagai aktivitas yang terjadi di era digital, sekaligus memastikan 

kepatuhan terhadap prinsip etika dan hukum yang berlaku. Sebagai 

 
23 Digital Law ath, Explore the World of Digital Law, https://digi-dcl.com/digital-

law 
24 Radchenko, M. Y., & Gorbunov, V. P. (2000). Digital law of the future [Digital 

law of the future]. The Second All-Russian Conference “Law and the Internet: Theory 
and Practice”. https://ifap.ru/pi/02/r03.htm 

25Linlay James, Digital Law, https://linleyjames.co.uk/digital-

law/#:~:text=Digital%20law%20recognises%20an%20individuals,protect%20themselve
s%20from%20digital%20exploitation. 
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bagian integral dari lanskap hukum modern, hukum digital bertujuan 

untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan 

perlindungan hak-hak individu serta kepentingan publik. Dengan 

terus berkembangnya teknologi digital, hukum ini harus tetap adaptif 

dan responsif terhadap tantangan serta peluang yang muncul di era 

digital. 

Cakupan yang komprehensif ini memastikan bahwa hukum 

digital merupakan bagian integral dari lanskap hukum, yang 

menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk mendukung, 

mengatur, dan melindungi berbagai aktivitas di era digital. Hukum 

digital menetapkan standar tentang bagaimana data pribadi harus 

dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan, yang memastikan 

bahwa hak privasi individu terlindungi.  

Regulasi dalam hukum digital tidak hanya melindungi privasi 

individu, tetapi juga memberikan sanksi yang signifikan kepada 

organisasi yang gagal mematuhinya, sehingga mendorong bisnis 

untuk memprioritaskan perlindungan data. Hukum digital juga 

membahas aliran data lintas batas, yang memastikan bahwa data yang 

ditransfer antarnegara memiliki tingkat perlindungan yang sama. 

Aspek ini khususnya penting bagi perusahaan multinasional yang 

beroperasi di berbagai yurisdiksi. Dengan menyelaraskan standar 

perlindungan data, hukum digital memfasilitasi operasi bisnis 

internasional sekaligus menjaga keamanan data pribadi.  

Cakupan hukum digital sangat luas, meliputi berbagai masalah 

hukum yang terkait dengan teknologi digital dan internet. Seiring 

berkembangnya teknologi, kebutuhan akan kerangka hukum digital 

yang kuat dan komprehensif menjadi semakin penting. Hukum digital 

sangat penting untuk menavigasi lanskap kemajuan teknologi yang 

dinamis dan memastikan bahwa perkembangan ini menguntungkan 

masyarakat secara keseluruhan. Hukum digital mendukung 

pengembangan lingkungan digital yang adil, inklusif, dan aman, serta 

mengatasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh dunia digital. 

Hukum digital memainkan peran penting dalam 

memungkinkan tata kelola digital dan meningkatkan partisipasi 

demokratis. Dengan menetapkan kerangka hukum untuk penggunaan 

teknologi digital dalam operasi pemerintah dan administrasi publik, 
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hukum digital meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterlibatan 

warga negara. Salah satu aspek utama tata kelola digital adalah 

landasan hukum untuk layanan pemerintah elektronik, yang 

memastikan akses daring yang aman dan efisien ke layanan publik. 

Lebih jauh, peraturan memastikan bahwa platform digital mematuhi 

standar hukum, mencegah penyebaran informasi yang salah, dan 

mempromosikan proses pemilu yang adil dan transparan. 

Hukum digital mencerminkan realitas bahwa hampir semua 

aktivitas manusia, mulai dari bisnis, hiburan, hingga komunikasi, kini 

semakin bergantung pada teknologi digital dan internet. 

Perkembangan teknologi ini telah menciptakan ruang maya tanpa 

batas geografis, sehingga regulasi hukum digital harus bersifat lintas 

batas dan berorientasi global untuk mengatasi tantangan yang timbul. 

Tantangan tersebut mencakup berbagai isu, seperti perlindungan data 

pribadi, keamanan siber, dan hak kekayaan intelektual, yang 

memerlukan pendekatan kolaboratif antarnegara.  

Setiap negara atau wilayah memiliki kerangka hukum yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan lokal dan budaya hukum masing-

masing, ada upaya global untuk menyelaraskan peraturan di beberapa 

aspek kunci. Kesepakatan internasional dan penerapan standar global 

sangat penting untuk menciptakan tata kelola digital yang harmonis, 

adil, dan mampu mengimbangi dinamika perkembangan teknologi 

yang pesat.Ruang lingkup hukum digital sangat luas, mencakup 

berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam 

kehidupan manusia. Hukum ini meliputi pengaturan transaksi 

elektronik, hak cipta digital, keamanan data, dan privasi pengguna. 

Dalam era digital, aspek perlindungan data pribadi menjadi 

salah satu fokus utama hukum digital. Informasi dalam bentuk data 

numerik sering kali diproses, disimpan, dan dibagikan tanpa 

sepengetahuan pemiliknya, yang dapat menimbulkan potensi 

penyalahgunaan. Revolusi digital telah mempercepat terjadinya 

transformasi ekonomi digital, di mana transaksi berbasis teknologi 

menjadi semakin umum. Namun, kemudahan ini diiringi oleh 

ancaman serius, seperti pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan 

serangan siber. Untuk mengatasi tantangan tersebut, hukum digital 

memberikan kerangka aturan yang memastikan data pengguna 

dilindungi dan hak-hak mereka dihormati. 
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Revolusi digital juga memengaruhi aspek hukum terkait hak 

kekayaan intelektual, terutama dalam konteks distribusi dan konsumsi 

karya kreatif. Dalam dunia digital, reproduksi dan distribusi karya 

seni, musik, dan film menjadi lebih mudah, tetapi sering kali tanpa izin 

pemilik hak cipta. Hal ini menimbulkan dilema antara kemudahan 

akses dan perlindungan hak cipta. Hukum digital memainkan peran 

penting dalam menetapkan aturan mengenai perlindungan hak cipta 

digital untuk mencegah pelanggaran serta memastikan para kreator 

mendapatkan hak mereka. Regulasi ini menjadi semakin penting 

seiring dengan berkembangnya platform digital seperti media sosial 

dan layanan streaming. 

Selain itu, hukum digital juga mencakup aspek keamanan siber 

yang bertujuan melindungi infrastruktur digital dari ancaman dan 

serangan. Serangan siber seperti peretasan, malware, dan ransomware 

menjadi ancaman serius bagi individu, perusahaan, dan negara. Dalam 

hal ini, hukum digital bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap korban serta memberikan sanksi kepada pelaku 

kejahatan siber. Keamanan digital tidak hanya berhubungan dengan 

teknologi, tetapi juga memerlukan pendekatan etik dan strategis untuk 

memastikan ruang digital yang aman dan terpercaya. 

Ruang lingkup hukum digital juga merambah pada pengaturan 

etika penggunaan teknologi digital dalam interaksi sosial dan ekonomi. 

Teknologi digital telah menciptakan realitas baru seperti media sosial, 

yang menjadi platform utama komunikasi dan informasi. Namun, 

penggunaan media sosial juga memunculkan isu-isu seperti hoaks, 

ujaran kebencian, dan penyalahgunaan platform. Hukum digital 

bertugas mengatur agar teknologi ini digunakan secara bertanggung 

jawab, dengan memberikan batasan pada perilaku yang melanggar 

norma hukum dan sosial. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan 

untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan 

perlindungan masyarakat. 

Hukum digital juga berperan dalam mendukung pembangunan 

ekonomi digital yang berkelanjutan. Di era ini, banyak sektor ekonomi 

yang bergantung pada teknologi digital, termasuk e-commerce, fintech, 

metaverse dan Blockchain. Regulasi yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi digital tanpa mengorbankan keamanan dan keadilan menjadi 
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fokus utama hukum digital. Dengan memberikan kepastian hukum, 

regulasi ini dapat mendorong inovasi sekaligus melindungi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan hukum digital 

yang kokoh menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang 

sehat dan kompetitif. 

 

C. Konseptualisasi Hukum Digital 

Apabila dilihat dari definisinya konsep digital pada dasarnya 

memiliki konsep yang luas, yang merujuk pada teknologi yang 

memproses data dalam bentuk angka biner, yaitu 0 dan 1. Konsep ini 

digunakan oleh system computer, internet bahkan dunia siber. Dengan 

demikian hukum digital juga tidak lepas dari konsep-konsep hukum 

lainnya seperti Internet law dan cyber law. Bahkan Maxim I. Inozemtsev 

menyatakan bahwa, dalam lingkungan akademis, konsep “hukum 

internet” masih lebih mapan dibandingkan konsep “hukum digital”.26 

Di negara-negara Eropa dan AS, “Internet law” telah menjadi 

disiplin akademis. Hukum ini pertama kali muncul pada tahun 199127, 

meskipun sebagian besar peraturan hukum yang relevan dibuat jauh 

setelahnya.28 Ilmu hukum secara bertahap menguasai bidang baru 

hubungan masyarakat, yang dibentuk di ruang internet, seiring 

dengan perkembangan ruang ini sendiri. Oleh karena itu, publikasi 

ilmiah paling otoritatif tentang isu-isu umum tantangan digital muncul 

sejak tahun 1990-an.29 

Internet law adalah cabang hukum yang secara spesifik mengatur 

aktivitas yang terjadi dalam ruang lingkup internet. Hukum ini 

mencakup berbagai aspek seperti nama domain, e-commerce, 

perlindungan data, dan kejahatan yang terjadi di platform online, 

seperti penipuan dalam transaksi digital. Karena internet adalah 

jaringan global, hukum ini seringkali membutuhkan kerjasama 

 
26 Maxim I. Inozemtsev, Digital law: The Pursuit Of Certainty, Digital Law Journal, 

2(1), 8–28. https://doi.org/10.38044/2686-9136-2021-2-1-8-28 
27 Goldman, E. (2008). Teaching cyberlaw. Saint Louis University Law Journal, 

52(3), 749–764. 
28 Edwards, L., & Waelde, C. (Eds.). (2009). Law and the Internet. Bloomsbury 

Publishing. 
29 Marsden, C. T. (Ed.). (2000). Regulating the global information society (Vol. 2). 

Psychology Press. 
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internasional untuk mengatur penggunaannya secara efektif. Fokus 

utamanya adalah memastikan bahwa aktivitas di internet berjalan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun 

global, termasuk perlindungan hak cipta untuk konten digital yang 

diunggah di platform online. 

Asal usul Internet law dapat ditelusuri kembali ke kebangkitan 

Internet dan perkembangan teknologi komunikasi elektronik. Hukum 

komunikasi elektronik awal difokuskan pada transmisi dan 

pemrosesan informasi elektronik, dengan tujuan utama melindungi 

privasi dan keamanan komunikasi. Pada tahun 1986, Amerika Serikat 

mengesahkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik, yang 

memberikan perlindungan hukum untuk privasi dan keamanan 

komunikasi elektronik. Selain itu, dengan mempopulerkan Internet, 

negara-negara telah memperkenalkan hukum dan peraturan yang 

relevan, seperti "Undang-Undang Layanan Informasi dan Komunikasi" 

Jerman dan "Langkah-Langkah Manajemen Layanan Informasi 

Internet" Tiongkok untuk mengatur transmisi informasi jaringan dan 

pengoperasian layanan Internet.30 

Internet law menghadapi banyak tantangan, termasuk 

perlindungan privasi data, penanggulangan kejahatan dunia maya, 

perlindungan hak cipta, dan sebagainya. Untuk mengatasi tantangan 

ini, negara-negara perlu memperkuat legislasi dan regulasi, 

mendorong kerja sama internasional, dan bersama-sama mengatasi 

tantangan hukum cyberspace.31 Perkembangan teknologi jaringan 

komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang 

dinamakan cyberspace.32 Sebuah dunia baru yang berbasis komputer 

dan menawarkan berbagai kemudahan seperti browsing, chating, e-mail, 

e-commerce, e-shopping, dan kemudahan lainnya. 

Pengertian cyberspace tidak terbatas pada dunia yang tercipta 

ketika terjadi hubungan melalui internet. Setidak-tidaknya dengan 

memperhatikan definisi melalui internet tentang cyberspace dari John 

 
30 Zongqi Li, The Evolution of Internet Law in The Digital Age, International Journal 

of Education and Humanities ISSN: 2770-6702 | Vol. 13, No. 2, 2024, hal. 124 
31 Reidenberg, J. R., & De Hert, P. (Eds.). (2019). Data Protection on the Move: 

Current Developments in ICT and Privacy/Data Protection. Oxford, UK 
32 Agus Raharjo, 2002, Cyber Crime, Citra Aditya, Bandung, hal. 91 
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Perry Barlow, cyberspace lebih luas dari sekedar melalui internet. Ketika 

kita sedang menelepon atau membaca buku, ada ruang yang muncul 

(juga dinamakan cyberspace  oleh Barlow), tetapi ruang yang tercipta itu 

tidak mungkin untuk berinteraksi secara real time.33 

Anonimitas di ruang siber menciptakan tantangan besar bagi 

penegakan hukum, karena mengaburkan identitas pelaku dan 

membuat pelacakan aktivitas ilegal menjadi jauh lebih sulit.34 

“Regulasi hukum seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi, 

menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dunia 

maya.35 Perkembangan dunia maya menciptakan adanya cyberlaw. 

Cyber law yaitu Hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya 

(kejahatan dunia maya melalui jaringan internet).36 

Cyber law memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan 

Internet law, karena mencakup seluruh aktivitas yang terjadi di dunia 

maya, baik di internet maupun jaringan komputer lainnya. Hukum ini 

berfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan keamanan siber, 

seperti perlindungan terhadap serangan siber, pencurian data, dan 

pelanggaran privasi. Cyber law juga mencakup regulasi terhadap 

penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung 

dalam jaringan, termasuk pengaturan terkait malware, hacking, dan 

bentuk kejahatan siber lainnya. Tujuan utama Cyber law adalah 

menciptakan lingkungan digital yang aman bagi individu, organisasi, 

dan negara. 

Digital law adalah konsep hukum yang lebih luas dan mencakup 

tidak hanya internet dan dunia maya, tetapi juga segala bentuk 

teknologi digital yang memengaruhi kehidupan manusia. Ini 

mencakup pengaturan penggunaan perangkat pintar, kecerdasan 

buatan, Blockchain, hingga teknologi realitas virtual. Digital law 

berfokus pada regulasi yang berkaitan dengan hak cipta digital, 

perlindungan data, transaksi elektronik, serta dampak sosial dari 

 
33 Ibid., hal. 92 
34 Lawrence Lessig, 1999. Code: And Other Laws of Cyberspace,  NY: Basic Books, 

New York, hal. 157 
35 Ibid., hal. 127 
36 Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi (cybercrime law) : 

Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Yogyakarta, hal. 15 
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teknologi digital, seperti etika penggunaan teknologi dan pengaruhnya 

terhadap hak asasi manusia. Digital law bertujuan menciptakan 

kerangka hukum yang holistik untuk mengatur interaksi manusia 

dengan teknologi digital secara menyeluruh. 

Perbedaan signifikan antara Internet law, cyber law, dan digital law 

terletak pada ruang lingkup dan fokus pengaturannya. Internet law 

secara eksklusif membahas aspek hukum dari aktivitas yang terjadi di 

internet, sedangkan Cyber law mencakup seluruh interaksi dan 

ancaman yang terjadi dalam jaringan komputer, baik online maupun 

offline. Digital law, di sisi lain, memiliki cakupan yang jauh lebih luas, 

mencakup berbagai teknologi digital yang tidak selalu terkait dengan 

internet, seperti perangkat lunak berbasis Blockchain atau algoritma 

kecerdasan buatan. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, digital law 

atau hukum digital menjadi lebih relevan karena mampu menjangkau 

lebih banyak aspek yang tidak tercakup oleh Internet law atau cyber law. 

Misalnya, pengaturan terkait kendaraan otonom, sistem pembayaran 

berbasis cryptocurrency, dan etika kecerdasan buatan menjadi fokus 

utama digital law. Sementara itu, Internet law tetap relevan untuk 

mengatur transaksi online dan konten digital, serta Cyber law penting 

untuk menangani ancaman keamanan di dunia maya. Perbedaan ini 

menunjukkan bagaimana ketiga cabang hukum tersebut saling 

melengkapi dalam mengatur teknologi modern. 

Secara ontologis, hukum digital lahir sebagai respons terhadap 

perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, 

dan mengelola informasi di era teknologi. Hakikat hukum digital 

adalah sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia yang melibatkan 

teknologi digital, seperti internet, kecerdasan buatan, Blockchain, dan 

perangkat pintar. Hukum digital mencerminkan kebutuhan untuk 

mengatasi masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi, 

termasuk tantangan dalam melindungi privasi, keamanan, dan hak 

asasi manusia. Dengan demikian, ontologi hukum digital didasarkan 

pada kenyataan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian integral 

dari kehidupan manusia, yang memerlukan pengaturan hukum yang 

khusus dan relevan. 
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Pengetahuan hukum digital berasal dari pengamatan dan 

analisis terhadap fenomena digital, seperti interaksi online, transaksi 

elektronik, dan ancaman siber. Proses epistemologis melibatkan 

pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum, 

teknologi informasi, etika, dan ekonomi. Sumber-sumber pengetahuan 

hukum digital meliputi penelitian akademik, yurisprudensi, dan 

kebijakan internasional terkait teknologi. Pengetahuan ini terus 

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan 

kebutuhan masyarakat, yang berarti hukum digital harus bersifat 

adaptif dan berbasis bukti. Epistemologi hukum digital berfokus pada 

bagaimana pengetahuan tentang hukum digital dibangun, diperoleh, 

dan divalidasi. 

Aksiologi hukum digital berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin 

dicapai melalui penerapan hukum ini. Secara aksiologis, hukum digital 

bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan keteraturan 

dalam penggunaan teknologi digital. Nilai utama yang ingin dicapai 

mencakup perlindungan privasi, keadilan dalam akses terhadap 

teknologi, perlindungan terhadap pelanggaran hak kekayaan 

intelektual, dan penciptaan ruang digital yang aman dan inklusif. 

Selain itu, hukum digital juga bertujuan untuk mengatur inovasi 

teknologi yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan kata lain, 

hukum digital memiliki fungsi instrumental untuk mendukung 

kehidupan yang lebih baik di era digital, dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai etis dan sosial dalam pengaturannya. 

Ketiga aspek ini saling terkait dalam membangun dan 

mengembangkan hukum digital. Ontologi memberikan dasar 

keberadaan hukum digital, yaitu sebagai respons terhadap kebutuhan 

pengaturan di era teknologi. Epistemologi menyediakan cara untuk 

memahami dan mengembangkan hukum digital berdasarkan 

pengetahuan empiris dan teoritis. Sementara itu, aksiologi memastikan 

bahwa hukum digital diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

bernilai, seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Kombinasi ketiga aspek ini memungkinkan hukum digital untuk tetap 

relevan, adaptif, dan bermakna dalam menghadapi tantangan era 

teknologi. 
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D. Pentingnya Perlindungan Data dalam Era Digital 

Kemajuan pesat teknologi informasi membawa dampak 

signifikan pada berbagai aktivitas masyarakat. Namun, di balik 

perkembangan teknologi digital yang semakin maju, muncul berbagai 

tantangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data 

pribadi. Salah satu masalah utama adalah adanya celah keamanan 

pada situs-situs perusahaan maupun instansi pemerintah, yang sering 

kali dimanfaatkan oleh peretas atau hacker untuk mencuri data pribadi 

masyarakat. 

Hak privasi terhadap data pribadi merupakan salah satu hak 

mendasar yang berperan penting dalam melindungi martabat manusia 

dan menjadi landasan bagi berbagai hak asasi manusia lainnya. 

Menurut Danrivanto Budhijanto, hak privasi sebagai bagian dari hak 

asasi manusia mencakup perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau 

privat. Perlindungan ini memiliki banyak manfaat, seperti 

memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, mempererat hubungan antara 

individu dan masyarakat, meningkatkan otonomi pribadi untuk 

mengontrol dan menentukan kepentingan, serta mendorong toleransi 

dan menghindari diskriminasi. Selain itu, perlindungan hak privasi 

juga berfungsi untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh 

pemerintah.37 

Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan privasi 

masyarakat Indonesia saat ini masih belum optimal. Hal ini tercermin 

dari banyaknya kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi 

yang terus terjadi, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penggunaan 

platform digital yang belum diimbangi dengan perlindungan hukum 

yang memadai. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

baru saja meluncurkan survei bertajuk Penetrasi Internet Indonesia 

2024. Riset itu mengungkap kalau warga RI rawan menjadi korban 

kasus keamanan data digital selama tahun 2024.  Kebocoran 

data pribadi. Pencurian data pribadi memiliki persentase 20,97 persen, 

meningkat dari 7,96 persen di tahun 2023.38 

 
37 Danrivanto Budhijanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi 

Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 4 
38 Dicky Prastya, Riset: Orang Indonesia Rawan Jadi Korban Penipuan Online dan 

Kebocoran Data di 2024, https://www.suara.com/tekno/2024/02/01/093231/riset-
orang-indonesia-rawan-jadi-korban-penipuan-online-dan-kebocoran-data-di-2024 

https://www.suara.com/tag/apjii
https://www.suara.com/tag/penetrasi-internet-indonesia-2024
https://www.suara.com/tag/penetrasi-internet-indonesia-2024
https://www.suara.com/tag/riset
https://www.suara.com/tag/kebocoran-data
https://www.suara.com/tag/kebocoran-data
https://www.suara.com/author/247/dicky-prastya
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Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi 

menunjukkan bahwa hak privasi warga negara Indonesia sangat 

rentan terhadap penyalahgunaan, yang dapat menyebabkan kerugian 

bagi masyarakat. Selain itu, pelanggaran terhadap data pribadi tidak 

hanya disebabkan oleh kebocoran data semata, tetapi juga oleh 

pengolahan data pribadi yang dilakukan secara tidak bertanggung 

jawab.39 

Di Indonesia, perlindungan data yang buruk telah 

mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa 

hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya, 

seperti peretasan (hacking) media sosial dan cracking (pembajakan), 

sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, hingga 

terjadinya penipuan online. Perlu diketahui bahwa, transaksi timbul 

akibat adanya suatu hubungan hukum yang dilindungi oleh hukum 

baik yang disengaja maupun tidak disengaja.40 

Perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan dapat 

memperkokoh posisi dari Indonesia sebagai tempat pusat.berbisnis 

dan investasi terpercaya dan menciptakan suatu lingkungan yang 

kondusif untuk pertumbuhan manajemen. investasi yang dipercaya 

dan dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan 

manajemen data global pada industri pengolahan data seperti 

komputasi awan untuk berkembang di Indonesia.41 

Indonesia saat ini telah memiliki sumber hukum perlindungan 

data pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi diundangkan pada 17 Oktober 

2022. Pelindungan Data Pribadi merupakan kebutuhan untuk 

melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan 

pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan 

nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang 

 
39 Teddy Lesmana, dkk, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam 

Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia, 
Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia| Vol. 3| No. 2| 2022, hal. 2 

40 Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform 

Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi, Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 
Tahun 2022, hal. 211 

41 Erlina.Maria Christin Sinaga, Formulasi.Legislasi Perlindungan.Data Pribadi 

Dalam Revolusi.Industri 4.0, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2, tahun 2020, hal. 239 
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memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan 

masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai 

kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau 

melanggar hak pribadinya.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 

Tentang Pelindungan Data Pribadi menciptakan keseimbangan antara 

hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh 

negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan 

memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban 

dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Pengaturan Data Pribadi 

bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga 

negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, 

Organisasi Internasional, dan Pemerintah, mendorong pertumbuhan 

ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan 

mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. 

 

E. Perkembangan Hukum Digital Global 

Perkembangan hukum digital global merupakan respons 

langsung terhadap revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang 

telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. 

Dalam era digital, berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan 

internasional, privasi data, keamanan siber, dan hak kekayaan 

intelektual, telah terintegrasi dengan teknologi digital. Hal ini 

menuntut adanya kerangka hukum yang dapat mengatur aktivitas di 

dunia maya secara global. 

Pada awalnya, hukum digital lebih banyak dikembangkan di 

tingkat nasional, seperti penerapan Electronic Communications Privacy 

Act di Amerika Serikat atau Peraturan Perlindungan Data Umum 

(GDPR) di Uni Eropa. Namun, karena aktivitas digital bersifat lintas 

negara, maka diperlukan regulasi global untuk menjawab tantangan 

yang bersifat transnasional, seperti kejahatan siber, perlindungan data 

lintas negara, dan transaksi elektronik internasional. Contoh nyata 

upaya global adalah Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, yang 

menjadi standar internasional pertama untuk memerangi kejahatan 

digital. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai 

memperluas regulasi mereka untuk mencakup isu-isu digital yang 

spesifik, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan jaringan. Di 

tingkat internasional, organisasi seperti United Nations Commission on 

International Trade Law (UNCITRAL) telah mengembangkan panduan 

hukum untuk memfasilitasi perdagangan elektronik lintas negara. 

Sementara itu, organisasi seperti Internet Governance Forum (IGF) 

menyediakan platform dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat sipil untuk membahas isu-isu global yang berkaitan 

dengan internet. 

Namun, perkembangan hukum digital global tidak lepas dari 

tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan 

regulasi antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju 

cenderung memiliki regulasi yang lebih komprehensif dan 

infrastruktur digital yang lebih mapan, sementara banyak negara 

berkembang masih berusaha mengejar ketertinggalan di bidang 

teknologi dan regulasi. Selain itu, konflik geopolitik juga dapat 

menghambat upaya untuk menciptakan standar global yang seragam. 

Meskipun begitu, ada trend yang menunjukkan peningkatan 

kolaborasi antarnegara dalam menyusun kerangka hukum digital 

global. Inisiatif seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-

Border Privacy Rules System menunjukkan bagaimana kawasan tertentu 

dapat bekerja sama untuk menciptakan standar perlindungan data 

yang konsisten. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta 

juga menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan hukum 

digital global. 

Dalam era yang semakin terhubung ini, hukum digital global 

tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi 

dan memfasilitasi aktivitas digital. Kerangka hukum yang kuat dan 

inklusif dapat menciptakan kepercayaan dalam ekosistem digital, 

memastikan keamanan dan keadilan, serta mendorong inovasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat global. Ke depannya, hukum digital 

global akan terus berkembang untuk menjawab tantangan baru yang 

dihadirkan oleh kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan, 

Blockchain, metaverse dan internet of things (IoT). 
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BAB XI 

PENUTUP 
 

 

 

 

 

Aspek hukum digital mencerminkan perkembangan responsif 

dalam sistem hukum terhadap dinamika interaksi manusia dan 

teknologi di era digital. Fokus utamanya bukan sekadar mengatur 

ruang siber secara umum, melainkan menelaah bagaimana prinsip, 

norma, dan struktur hukum konvensional harus menyesuaikan diri 

menghadapi fenomena baru seperti kecerdasan buatan (AI), metaverse, 

transaksi kripto, dan pemrosesan data pribadi. Hukum tidak lagi 

hanya mengatur perbuatan fisik, tetapi juga harus mengantisipasi 

konsekuensi hukum dari tindakan algoritmik dan otomatisasi digital 

yang mempengaruhi kehidupan nyata. Di sinilah hukum digital 

menjadi arena baru bagi pembentukan norma hukum yang tetap 

menjunjung supremasi hukum sambil tidak mematikan inovasi 

teknologi. 

Dalam aspek perlindungan data pribadi, hukum digital 

menekankan kewajiban hukum yang harus ditaati oleh penyedia 

layanan digital, baik individu maupun entitas bisnis, dalam mengelola 

data konsumen secara etis dan sah. Aspek ini tidak sekadar 

administratif, melainkan menyangkut hak asasi setiap individu atas 

privasi dan kendali atas informasi pribadinya. Misalnya, aturan 

mengenai pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi 

data pribadi harus mengacu pada prinsip-prinsip seperti consent, 

transparency, dan purpose limitation. Ketentuan seperti ini tercermin 

dalam UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia maupun dalam 

standar global seperti GDPR Uni Eropa, yang memberikan basis 

yuridis bagi sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. 
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Selain itu, aspek hukum digital dalam konteks AI mencakup 

analisis mengenai akuntabilitas, kewenangan, dan 

pertanggungjawaban hukum atas keputusan atau perbuatan yang 

dilakukan sistem otonom. Hukum perlu menjawab siapa yang harus 

bertanggung jawab jika AI menimbulkan kerugian—apakah 

pengembangnya, pengguna akhirnya, atau penyedia platform. Aspek 

ini membuka ruang diskusi baru dalam hukum perdata dan pidana, 

termasuk kemungkinan rekonstruksi konsep causality dan negligence 

agar tetap relevan ketika berhadapan dengan sistem cerdas non-

manusia. Di sinilah aspek hukum digital menjadi arena perkembangan 

doktrinal baru, sebagaimana perdebatan seputar “electronic legal 

personality” pada sistem AI. 

Di sisi lain, metaverse dan teknologi realitas virtual menciptakan 

dimensi hukum baru yang memerlukan pendekatan hukum lintas 

bidang. Aspek hukum digital mencakup kontrak dalam dunia virtual, 

kepemilikan aset digital (termasuk NFT), hingga yurisdiksi atas 

pelanggaran hukum yang terjadi di ruang virtual. Hal ini menuntut 

hukum untuk tidak hanya berpikir dalam batasan teritorial, tetapi juga 

dalam kerangka cyber jurisdiction dan extraterritorial enforcement. 

Konsekuensinya, perancang peraturan harus membangun struktur 

hukum yang inklusif dan fleksibel untuk menjangkau realitas digital. 

Sementara itu, perkembangan teknologi blockchain dan aset 

kripto juga menimbulkan konsekuensi hukum baru dalam transaksi 

keuangan. Aspek hukum digital dalam hal ini mencakup keabsahan 

kontrak cerdas (smart contracts), pengawasan transaksi digital oleh 

otoritas keuangan, serta pengaturan pajak dan pelacakan terhadap aset 

digital lintas negara. Smart contract, misalnya, meskipun dieksekusi 

otomatis melalui kode, tetap harus tunduk pada syarat sah perjanjian 

menurut hukum perdata seperti kesepakatan, kecakapan, dan causa 

yang halal. Ini membuktikan bahwa aspek hukum digital harus selalu 

berlandaskan prinsip umum hukum kontrak sambil mengadaptasi 

dinamika teknologi. 

Aspek hukum digital harus mampu menjawab, apakah AI dapat 

menjadi subjek hukum pemegang paten atau hak cipta. Negara-negara 

seperti Malaysia masih mensyaratkan unsur “kecerdasan manusia” 

dalam penciptaan karya, sementara negara-negara lain mulai menguji 
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kerangka baru atas peran AI sebagai kreator. Di sinilah peran hukum 

dalam mengklarifikasi status hukum suatu karya menjadi krusial demi 

menjamin kepastian hukum di era algoritma. 

Urgensi keterlibatan multipihak dalam penyusunan kebijakan 

hukum digital. Aspek hukum digital harus dipahami sebagai hasil 

kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan 

masyarakat sipil. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang 

memayungi perlindungan hukum tanpa menghambat inovasi. 

Akademisi berperan dalam mengembangkan basis teoretik dan kritik 

terhadap hukum positif. Dunia usaha perlu memahami kewajiban 

hukumnya dalam menjalankan sistem digital, sementara masyarakat 

sipil menjadi pengawas utama terhadap pelaksanaan hukum tersebut 

di lapangan. 

Pendekatan hukum terhadap ruang digital juga menuntut 

adanya pembaruan doktrinal. Banyak asas hukum klasik, seperti 

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault), 

perlu diperluas dengan prinsip kehati-hatian (duty of care) dalam 

merancang sistem digital. Aspek hukum digital di sini menyasar 

perlindungan proaktif terhadap risiko sistemik akibat pemanfaatan 

teknologi secara masif. Doktrin seperti strict liability juga mulai relevan, 

terutama ketika pelaku usaha digital memperoleh keuntungan meski 

tidak memiliki niat jahat, seperti dalam kasus kebocoran data. 

Pembentukan hukum digital tidak hanya soal menyusun norma 

baru, tetapi juga mengkaji ulang prinsip hukum lama agar tetap 

relevan. Inilah tantangan utama dalam pengembangan aspek hukum 

digital: menemukan keseimbangan antara stability dan adaptability, 

antara perlindungan dan kebebasan, serta antara inovasi dan tanggung 

jawab. Oleh karena itu, pembahasan aspek hukum digital dalam buku 

ini memberikan kontribusi penting bagi pembaca yang ingin 

memahami posisi hukum sebagai sistem nilai dalam menghadapi 

revolusi teknologi digital. Aspek hukum digital harus menjadi medan 

kajian utama dalam reformasi hukum nasional. Diharapkan, pembaca 

mampu melihat bahwa sistem hukum bukanlah entitas yang tertinggal 

oleh zaman, tetapi dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk 

masa depan teknologi yang manusiawi, adil, dan beradab. 
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